DIBERI WAKTU 60 HARI UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA,
TEMUAN BPK TAK BISA LANGSUNG DIUSUT JAKSA
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Kendati berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan
kerugian negara dalam penggunaan anggaran negara atau daerah, namun Jaksa tak bisa
langsung mengusutnya. Diberikan waktu selama 60 hari untuk mengembalikan kerugian
negara/daerah tersebut. Jika tidak, baru ditindaklanjuti dengan langkah hukum. “Jika ada
laporan pemeriksaan BPK yang mengindikasikan kerugian negara, maka mash
dimungkinkan untuk ditindaklanjuti selama 60 hari. Kalau 60 hari untuk mengembalikan
kerugian negara tersebut, tidak bisa ditindaklanjuti maka akan masuk pada ranah hukum,”
tandas Kepala Kegaksaan Tinggi Maluku, Chuck Suryosumpeno, kepada wartawan, di ruang
kerjanya, Kamis 27 Agustus 2015.

Hal ini lanjut Chuck, merupakan hasil Rapat Koordinaso (Rakor) Kepala Keaksaan
Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah dan Gubernur se-Indonesia bersama Jaksa Agung, Kapolri
dan Presiden Joko Widodo, di Istana Presiden, Senin 24 Agustus 2015 lalu. Chuck menilai,
hasil Rakor tersebut positif, karena upaya pengembalian kerugian negara maupun proses
penegakan hukum bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. “Menurut saya, ini hal
yang positif untuk kitatindak lanjuti,” ujarnya.

Dalam Rakor tersebut Presdien Jokowi juga mengingatkan agar diskresi yang lakukan
seorang pejabat tidak disalahartikan. “Diskresi yang dipidanakan adalah diskresi yang
negatif, misalnya karena niat untuk melakukan tindak pidana korups untuk kepentingan
pribadi atau golongan,” jelasnya Chuck. Chuck mengatakan, Kejati Maluku berupaya untuk
menjalankan perintah Presiden Jokowi. “Perintah Jokowi ini sudah ditunjukan oleh Kegjati
Maluku. Melalui program jaksa sahabat masyarakat menunjukan bahwa keaksaan sudah
dekat dengan masyarakat dan upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk kepentingan
kesgjahteraan masyarakat,” katanya.

Sumber berita:
Harian Siwalima, Diberi Waktu 60 Hari Balikan Kerugian Negara, Temuan BPK tak Bisa
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Catatan:

» Kerugian Negara/Daerah Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) didefinisikan sebagai
kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai
akibat perbuatan melawan hukum baik senggja maupun lalai (Pasal 1 angka 15 UU
BPK).
Daam hdl terjadi kerugian Negara/Daerah, maka harus dilaksanakan Ganti Kerugian
yakni sgumlah uang atau barang yang dapat dinila dengan uang yang harus
dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan
perbuatan melawan hukum balk sengga maupun lalai. (Pasal 1 angka 16 UU BPK).
Terhadap kerugian Negara/Daerah, berdasarkan Pasal 10 UU BPK, BPK memiliki
kewenangan sebagai berikut :

(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh
perbuatan melawan hukum baik senggja maupun lala yang dilakukan oleh
bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang
menyel enggarakan pengel olaan keuangan negara.

(2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban
membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan BPK.

(3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang
memantav:

a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah
terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;

b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara,
pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan pelaksanaan pengenaan
ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) Hasll pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara
tertulis kepada DPD, dan DPRD sesual dengan kewenangannya.

» Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pasal 22 dan Pasal 23 mengatur mengenai
pengenaan ganti kerugian negara sebagai berikut:

Pasal 22

(1) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban
bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada
kekurangan kas/barang dalan persediaan yang merugikan keuangan
negara/daerah.



(2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam
waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak,
BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian  kerugian
negara/daerah kepada bendahara yang bersangkutan.

(4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara
ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

(5) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang
seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 23

(1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara
dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian
kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.

(2) BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap
pegawa negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian
negarallembaga/pemerintah daerah.

> Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun

2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara,

BPK mempunyal kewenangan-kewenangan dalam penyelesaian ganti kerugian negara

antaralain:

- Menetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJIM) yakni surat
keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang
bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia
mengganti kerugian negara dimaksud.

- Menetapkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW) yakni surat
keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian
kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri
atas tuntutan penggantian kerugian negara

- Menetapkan Surat Keputusan Pembebanan yakni surat keputusan yang
dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum
fina tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.

> Ketentuan mengenai pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2010 tentang



Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Peabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil
pemeriksaan diterima.

(2) Tindak lanjut atas rekomendas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
jawaban atau penjelasan atas pel aksanaan tindak |anjut.

(3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada
BPK paing lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan
diterima.

Pasal 4

(1) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilampiri
dengan dokumen bukti pendukung.

(2) Jawaban atau penjelasan yang disampaikan oleh Pegabat kepada BPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tandaterimadari BPK.

Pasal 5

(1) Apabila sebagian atau seluruh rekomendas tidak dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib
memberikan alasan yang sah.

(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi:

a. force mgeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana
alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan
tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.

b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:

1) pgjabat menjadi tersangka dan ditahan;
2) pejabat menjadi terpidana; atau
3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.

c. rekomendas tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis
antaralain, yaitu:

1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
2) perubahan regulasi.

(3) Apabila dadam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
Pegjabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK
dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

» Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (UU 30/2014) tentang
Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan
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dan/atau dilakukan oleh pegjabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang
dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan
yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya
merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pgabat pemerintahan dalam mengambil
keputusan dan/atau tindakan. Demikian yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e jo.
ayat (1) UU 30/2014.
» Hal-hal penting menyangkut diskresi yang diatur dalam UU 30/2014 antaralain:*
1. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pegabat pemerintahan yang berwenang (Pasal 22
ayat (1))
2. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk (Pasal 22 ayat (2)
dan penjelasan):
a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
b. mengisi kekosongan hukum;
c. memberikan kepastian hukum; dan
d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan
kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan
adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat
kebuntuan atau disfungs dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya:
keadaan bencana alam atau gejolak politik.
3. Diskres pejabat pemerintahan meliputi (Pasal 23):
a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau
Tindakan;
b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-
undangan tidak mengatur;
c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-
undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan
guna kepentingan yang lebih luas.
4. Pgabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat (Pasal
24):
sesual dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
sesual dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
berdasarkan al asan-alasan yang objektif;
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tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan

! http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It54b538f5f35f5/arti,-tujuan,-lingkup,-dan-contoh-diskresi-,
diakses pada Kamis, 3 September 2015




f. dilakukan dengan iktikad baik.

5. Penggunaan diskres yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh
persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Persetuyjuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi
menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara (Pasal 25
ayat (1) dan (2))



